
1. Pasa! 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat 11 Dalam
Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 122, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas
Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nornor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7
Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.

DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATI DOMPU,

Mengingat

Menimbang

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARANPENDAPATANDAN
BELANJA DAERAH TAHUNANGGARAN2020

TENTANG

PERATURANBUPATI DOMPU
NOMOR I.{ 3 TAHUN 2020

BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARABARAT
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Un~ang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Penmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443L);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Norrior 130
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi~
Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014Nomor 7, Tambahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495);
Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang­
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 3374);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor t:>6 Tahun 2005
ten tang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemer inta h
Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 19, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nornor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

2 1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pirnpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,
Tambahan Lembaran Negara Repub1ik Indonesia
Nomor 6279);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
NomOI63.22);

24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2008 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 33);.

25. Peraturan Presiden Nornor 72 Tabun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2020;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
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Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 ten tang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun
2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah ten tang Penjabaran Aggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah T'ahuri Anggaran
2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 ten tang Pengutamaan Penggunaan Alokasi
Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Peru bah an
Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87 /PMK.07 /2020 tentang Pengelolaan Daria
Insentif Daerah Tarnbahan Tahun Anggaran 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
87 /PMK.07 /2020 ten tang Pengelolaan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020
Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau Menghadapi
Ancarnan yang Membahayakan Perekonomian
Nasional;

33. Keputusan Menteri Keuangan Nomor
15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan
Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan
Gelombang III Tahun Anggaran 2020;

34. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
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Rp.62.726.994.136,84
J umlah Penerimaan
setelah perubahan

3. Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pernbiayaan Daerah
Semula Rp.41.871.956.540,00
Bertambah Rp.20.855.037.596,84

Defisit setelah perubahan (Rp.62.726.994.136,84)

Rp.1.197 .491.788.451,00
(Rp. 106.490.669.697,16)

Rp.1.091.00 1.118.753,84

2. Belanja
Semula
Berkurang
Jumlah Belanja
setelah perubahan

Rp.1.028.274.124.617,00

Rp.1.155.619.8:31.91 1,00
(Rp. 127.345.707 .2Y4,UO)

1. Pendapatan
Semula
Berkurang
Jumlah Pendapatan
setelah perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 semula berjumlah
Rp.1.197.491.788.451,00 (satu triliun seratus sernbilan
puluh tujuh milyar empat ratus sembilan puluh satu juta
tujuh ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima
puluh satu rupiah) berkurang sejumlah
Rp.l06.490.669.697,16 (seratus enarn rnilyar ernpat
ratus sembilan puluh juta enam ratus enam puluh
sembilan ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah
koma enam belas sen) sehingga menjadi
Rp.1.091.00 l.118. 753,84 (satu triliun sembilan puluh
satu milyar satu juta seratus delap an belas ribu tuj.rh
ratus lima puluh tiga rupiah koma delapan puluh empat
sen) dengan rincian sebagai berikut: '

Pasal 1

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2020.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

BUPATIDOMPU

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENDOMPU

Dengan Persetujuan Bersama

Daerah Tahun Anggaran 2020 Lembaran Daerah
Kabupaten Dompu Tahun 2020 Nomor 02.

· ,



H.

BERITA DA RAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2020 NOMOR ~6 t

,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

Diundangkan di Dompu
pada tanggal Oktober 2020

H. BAMBANG M. YASIN

BUPATI DOMPU,

Ditetapkan di Dompu
Pada tanggal J..3 Oktober 2020

Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasa13

,
",

Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pa sal 1
tercantum dalam Lampiran yang merupakan hagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan
setelah perubahan Rp.O,OO

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan
Rp.62. 726. 994.136,84

Rp.O,OO
Jumlah Perigeluaran
setelah perubahan

Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Semula Rp.O,OO
Tetap Rp.O,OO

· ..
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